KEPLTUAAN BUPATI PEKALCNZIAN
NOMOR &~ TAHUM 2001

TEMTANG
PETUN, UK PLHLAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KARBUDPA'TSN PRAXLLONGAN NOMCR 2 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI 1IZIN GANGGUAN

BUPATI 2PEKALONIAN,

S dencan df sahkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Prode wnigdl wonor 2 YTahun 2000 tentang Retribusi Izin

Sangoguagr lan felah diundangkan dalam Loewbaran Daerah -
ey o e R A . ”~
ahivn o 2000 Norwor 30 Ser . B Nomor 1 maka guna ,

o lancoararn pelardganann Poraturan Docesah o eaanhotb

dratas,  perlu diatur  Petunjuk  Pelaksanaannya  yang

nratapkan dengen Keputusan Bupati;

1. Undanc-urdang Gangguan {(Hinderordonantie) Scbl.

1326 Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali
diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940
Momor L4 dan 450

2 Lnd: ng-undand Ncmor 13 Tahun 1959 tentang
Pembencukan Daerah - daerah Kapupaten Dalam
L.ncku..gen Propinsi Jawa Tengah;

5 thulara - andang Nomor 9 Tabun 1865 tentang
pemecntukan o Baerah Tingkat  IL Batang  dengan
Foangt pan Undang-undaag Nemor 13 Tahan 1950 tentang
Pamzcoentuken Caexrah -  daeran Kabupaten dalam
Linghungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahu: 1965 Nomer 52, Tambahan Lembaran Negarza

on o 2SS0




|

dndang-undarng Nomor 106 Tahun 1097 Lontang Pacjak
Pastall D et cbbaint b ahe [hasiplevr oo Gt ot
gty Ploan n VI MY RYZRREIEE Pt i e o NOmoY

168%)  sebagaimaona  telah diubah  dengan  Undang-

mdang Nomay e Uabine 00t Deond ane v abaihear ol an

i tawdang oo TR b Luny Vet ang Pajak
Daeral dan Reotyribusi Daereh (Lembaran Negars Tahun
2000 onmor 245, Tambahan Lembaran Nerara Nomor
A0ARY '

Chaednng vndaarg Momor o a0 Talin buuy Lentang

pengelolaan  Lingxungan  Hidup. (Lembaran Negara -

Tahun 19¢7 Nomor 68, Tambahan ’Lembaran Negara
Nomoxr 3670) ; .

Undang -ung and NoMOT 27 Tahun 1999 Lentang
Pemerintalban Dacrah ({Lembaran N2gara Tahun 15689
Nomor @0, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
perimbangal Keuangan Antara Pemexrintann Pusat Dan
acrah hoemboran Negara  Tahuan 1999 Nomor 72,
Tambahan T embarar Negava Nomor 3848)
Pevaturan cemomrintah Nomow U Pahun 1988 tentang
poribahan 3etas Wilayzh Kotamadya Daerah Tingkat
1T Pukalongn, Kabapaten Dacrah Tinagkat I
Pekalongaa dan Kot npaten Dacralh Tingkac 11 Batang
{Lombararn. Neguaxyo Tahuan 1288 Nomor 42, Tambahan
Lempay ol Negara Nomor 3381)J

beraburao temerintah Nomor S1 Tahua 1993 tentang
el iuis Mingenad Dampak' LingKungan (Lembaran
Svona oo tahm 19ud Nomor 84, Jambahan  Lembaran
flocara Nomos 1550

’

M<uﬁLn<utlmmm;inLAh Yipmoxr 13 Tahun 159% ctentang
fzin Ucaha  Industyi  (Lembaran Negara Tabun 12935
Negue v 005, Tnmbahaﬁ Lombaran Negara Nomor 3596) ;
f+ atuvan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993 tentang
teurrelolaan imban Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Hogerra Tahvan 199¢ Nowor 31,  Tambahan Lembaran
Negara  Nonor  2815), sebajaimana telah diubah
diengan Peratur .o Pemerintah Nomor 85 Tahun 1899
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nonor 1592, Tambahan

eriay 2o Neagay.o [domoy 3910) ;°

~



12, Peraturan Pesecrintah MNowmor 20 Tahun 1997 tentang

Recrikbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1597 Nomor

55, Tawmkbahan Lembaran Negera Nomor 3632);

i Peraturen Pemorintah Nomoy 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
{Laembaran Negara Tahun 2000 Nowmor 202, ‘thimbahan
Lembaran Negara Nomoy 4022);

14, Peraturan Menteri Dalam Neg=2ri Nomor 7 Tahun 1993
tentoary f2in Mendirikan Roanmqunan dan Tran Undang-
wiidaneg vangganss Bagl Porunahcoan Lodoaotrd

1 Kepuatuns . Moo et Dadam Neooy it Noanoe 124 Pahan

' 1 a0y t-,m\n:__:*n'; CPedtonan Tata oy a e Y skknannan

Peamgieyutan Revr thu ol Dacralyg

oo Fenatusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun

1997 xentang Tata Cara Peme;iksaan D1 Bidang

lestrinusi taerah;

17/ . Keputusan Maenteri DJalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 ventang Ruang L.ngkup Dan Jenis - jenas
Pervibusi Daerab Tingkat I dan Daerah Tingkat I11;

te . eraturan  Daevanh Kabupaten Pelalongan Nomor 2
Tahur 2000 rentang Rcf?winwﬁ RS Gangguan
{Lembaran Dacrah Tabin 200C Nomér 5 “SeryiB—— e

Hooney Y o

L. Reraturan Docral, Kabupiten  Pekalengan Nomor 8 //
Ddian 2007 tenrang Poembentukan, Kedudukan, Tugas
Cokels, Munga,. dan Struktur Organisasi Perargkat
Dacrah Kabupaten  Pekalongan {(Lembaran Daerah

Kabupater Pekalongan Tahun 2001 Nomoxr 8);

2™ J T U S K AN

Metve o paran KEPU USAN BaIpaTi PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK
) DELAVSANAAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2000 TINTANC RETRIBUSI IZIN

GANGGUAL
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FRTILITOAN U UM



Pasal 1

- s
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : /

. Danrah adalah ¥abupaten Pekalongan;
. Pemerintah  PDaerah  adalah  Pemerintah  HKabupaten

Pekalongea.t;

«. Bupati acalah Bupati Pekalongan;

d. Badarn Pengawasar Daeraly ada.ah Badan Pengawasan
Dazrah Kabupaten Pekalongan; ee—te

.. Ymntor Pengelolaan - Lingkungan Hidup adalah

Kantor, Pengel>laan Lingkungan Hidup Kabupaten

Pekalorgen;

f. Bagian Pemerintzahan adalah qBagian Pemerintahan

Srkretariat Daergh Kabupaten Pekalongan; '

g . Baglian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat

Bacrah Kaoupaten Pekalongan;

n. Retrikbusi Daerah yang . selanjutnya disebut
Retrirusi, adalah pungutan Daerah sebagali
pembay aran atas jasa atau pemberilan izin tertentu
vang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemar ntah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

. atau 3adar; |

Retripusi Pexiziran Tertentu adalah retribusi
atas kegletan tLertentu Pemerintah Daerah dalam
rangha pemburian izin kepada pribadi atau badan

K-

yang dimaksudc<an untuk pembinaan, pengacuran,
pengendalian dan- - pengawasan atas kegiatan
pemafaatan ruang, pengqupnaan sumber daya alam,

L IET T el
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
Ggana meTTRHUH@I- tepentingan  umum dan meﬁjaga -
Kelescarian lingkunygan;

5. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi
rempal --empat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1)
Undang-lndanyg  Gangguan Staatsblaads Tahun 1526
Monoy 226 yvanyg telah diubah dan disempurnakan
tverakhic dergan Staatsblads Tahun 1940 Nomor 14
dan 4%0;

k.o Rervibusl lzin Gangguan yang selanjutnya disebut
retvibusi adalah rembayaran atas pemberian izin

toempat uwuaha kepada orang pribadi atau badan 4l



lokas: tertentu yang dapat menimbulxan bahava,
kerugisen dan gangguan, tidak termasuk tempat
usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh
Pemerisntanh Pusat atau Pemerintah Daerah;

L. Badan adalanh sekumpulan orang atau modal vyang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yarg tidak wmelakuxan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Persaran lainnya, Badan Ucaha Milik Negara atau
Daesah  dengen nama -dan bentuk apapun, firma,
Kong:s ., -Koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, Vayasan, Organisasi massa,
Organisasi Sosia’ ~Politik ratau Organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk
badan usaaa lainnya; ’

. Pemungutar adalah suatu raaigkaian kegiatan mulail
dari pengbhimpunan okyek dan subyek Retribusi,
penentuan besarnya rezridusi yang terutang sampai
kegliatan penaginan retribusi kepada wajib
retribusi scrta pencawasal. PEenyeLorannya;

o Wajlilb Ratribusi adalal orang pribadi atau badan
yang menuldt peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran-s
retribusi,

0. Perhiltungan retribusi Daerah adalah perincian
bosarnya retribusi yang harus dibayar oleh waiib
rerrib.si baik pokok retr.busi, bunga, kekurangan
perbayaran. kelebihan pembayaran, maupun sanksi

acduinistrasi;

BAR II
MAKEUD DAN TUJUAN

Fasal 2

Poatju Pelaksanaan. Peraturan Daerah Nomor 2 Tanun
2ant vetang Retribusi Izin Gangguan ini dimaksudkan
L R

v delakukan Poewbinasn, pengaturan, pengendalian dan

PN VWA AL atas ~egiatan peranfaatan ruang,

—



/ =

ponGuunaan lumber Daya Alam,  bavany, prasarana,

sarana atau fasilitas tertentu c¢cuna melindungil
kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;

b, Meube.ikan Dasar Hukum bagi prosedur penarikan /
pemungutan Retribusi Izin Gangguan;

Moardngkatkan  pelayanan pemberian 1zin gangguan.

, NAN TIT
t . CODYERK, SURYEK DAN WAJTY REPRINNAGT
h f'anal 2

(1) Obyek retribusi adalah Jasan Pelayanan Pemberian
Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau
Racan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan

bat aya, %erugian dan gangguan.

12) Subyek Retripusi adalah Orang Pribadi atau Badan

varg memperclen Izin Gangguan.

: {3) Wajid Retr:ibus3i adalah Orang Pribadi atau Badan
yarg wajib -membayar Retribusi karena memperoleh

I:in Jangg tan.

BAB TV
PEMBERIAN IZIN. GANCGGUAN

Pasal "¢

(1) Tzin Cangguan diberikan oleh Bupati Pekalongan
kepeda Perusal.aan Fasilites PMA , PMDN dan Non

Fasilitcas.

(2) Masa Berlaku Izin -Cangguan adalah selama
keciatan usaha masih  berjalan dar—-wajih . __
! dilakukan Dendafrtaran ulang setiap 3 (tiga)

Tahtn sarkala

!
kii? Sebelu, ai lakukan proses pembuatan Izin
Gargguan, Petugas akin melaksanakar pemeriksaan/
- L]
- /\ pendinyaunn e calon lokasi tempat usaha. !

Ve N



BAB V
TATA CALA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN.

Pasal ©

(1} Pemohon  mengisi  dan mocnandatangari  formulir

pervcloran [zin  Cangguan  diatas meteral Rp.
5.¢co,00 {enam riu rupiah) yang telah

aisediacan di  Kantor Pengelolaan Lingkungan

Hidup, dengan melompirkan

a. Strat Pecetujian Tetangga;

b, Pugti Pemirlikan Tanah yang digunakan untuk
usaha; : .

¢, PFoto copy Kartu Tanda Penduduk Pemolon;

. RBukti TIzin Mendirilan Bangunan;

¢ . Canbar Denah Lckas- / Situasi Tempat Usaha.

(2) Fermulir (Surat Permohonan) yang telah diisi dan
ditancatarqgari Pemohon selanjutnya dimintakan P
legalisasi dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan 7
dan Camat yang bérsangkutan untuk diteliti

— —— e _

kebenaran rermohonan.

{3) Jangka wezltu proses pempuatan / penerbitan Izin

Gangguaﬁ adalah selama 14 (empat belas) hari
kerja. dengan perincian sekagail berikut
a. Pemeriksaan Administrasi
(formulir dan berkas persyaratan) 3 hari
b. 2erinijauvan Lokasi Calen Tempat Usaha > hari
Peryusunan Konsép Kzputusan Bupati
dan pembuatan gamcaf denah situasi 4 hari
d. Penzndatanganan Kepatusan Bupati

ten:tang Izin Gangguan 4 hari

14 hari

BAB VI
PUWMNG ¢ CUTUNSAN TARIDP RETRIBUSI



e

(&%}

Pasal 6

Fosorny e ol f Retvibusi Izin Gangguar dihitung
Loerdasarkan luas tempat usaha dikalikan dengan
Tingkat  Pengocunaan Jasa  yang terdiri dari

v

Kiasifikasl Usaha, Lokasi ® Usaha darn  Tingkat

e e — e ——

Gargguan,

Tingkao Penggunaar. Jasa sepagaimana  dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan Tabel Tarif Retribusi
Tzin aqngguan fer Meter .Persegi yang diatur
dalan Lampiran  Peraturan Daerah Kabupaten
Pzaka. ongar. Nemor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi

I7z1in Gangguan.

Has!® perhitungar sebagaimana tersebut ayat (1)
aeyve: dah -~ rendahnya Rp. ©5.000,00 ( dua

pulul lima vibu rupiah )

IEAVIHIE Perhitingan Retribusi adalah sebagai
berikut

R = LTU » TPJ
Ketorangan

I = Retribusi.
LU = Luas Tempet Usaha.

TPJ = Tirgkat Penggunaan Jasa/tarif.

Hasil Retribusi dizerima oleh Bendaharawan
Khusuds Panerima wada Kantor Pengelolaan
Lingkungan Hidup dar selarjutnya disetorkan ke
Kas Daerah melalui Bandaharawan Khusus Penerima
A Pinas Fendepatan Daeran Kapbupaten
Mekalongan  selambat-lambatnya  dalam  waktu 1

{sartu} ¥ 24 (dua pulvl empat) jam.

8



nAB VII
DIAYA OPERASIUNAL DAN UANG PERANGSANG

Pagel 7
{1} Biz ra Operasiona. sebesar S % (lima persen) dari
Juml ah Retribus: digunakan untuk biaya
pengezekan dan pengukuran ruang tempat usaha,
biayva pemeriksaan dan biaya transportasi dalam

rongka pengawanan Jdan pengendalian.,

(2) Kepada Petugas Pemungut Izin Gangguan diberikan
Uang Ferangsang sebesar 5 % (lima persen) dari

jumlah Retribusi.

BAB VIII
TIGAS DAN TANGGUNGJAWAR.

. Pasal 8
Lalam Velaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Pckalonganr Nomor 2 Tahur 2000 tentang Retribusi lzin
Gangguan diterikan Tugas dan tanggungjawab kepada
Y. Kepala Manto: Iingkungan Hidup untuk
a. Melaicukan Pembinaan, Pengendalian dan
vngawasan aras  pelaksanaan  keglatar usaha
vang twemervlukan izin gengguan.
b, Molokukan peonertiban terhaZap  semua jenis
ki Lan usaha i Wilayah Kapupaten
Pelalorgon.
Coothenynuun o renooana o den melakukan pengendalian
[0 sangguan
d. Melaksarakan pelayanean pemberian Izin Gangguan
sort: penmunguran dan penagihan Recribusi Izin
AN,
oo Mengacakan Pembukuean dan pelaporan.
Kepala tadan Pengawasan Daerah, Kepala Baglan
Pemerirtezhan Cg. Sub Bagian Polisi Pamong Praja

dan Kepala Bagian Hukum, yntuk



Melaku':an Pengawasen Jdalam rangka Pelakesanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pokalos>ngar Nomoxr 2

ahun 2000 tertang Retribusi Izin Gangguan.

BAR IX
KETENTUAN LATH- LAIN

Pasal 9

Hal-hal ;Ang balum diatur dalam Keputugsan ini
sepanjany mengerai teknis pelakusanaan pembexian Izin
Gangguan diatur lebih lanjut ‘oleh KXepala Kantor
Pengelolaan Lingkungan Hidup. '

BAB X
KETENTUAN PENUTJP

Pasal 10

Keputusan ini malai berlaku pada tanggal ditetapkaﬁ.

Agar sect .ap orang dapa: mengetahuinya, memerintahkan
pengundar.gan Keputuesarn ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Pekaloergan
pada tanggal 14 Maret 20!

BUPATI REKALONGAN,

10
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